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Abstrak
Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan
bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif
barang dan/atau jasa. Namun harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan gas  LPG 3kg di Kota
Langsa berbeda-beda di setiap kecamatan, bahkan ada yang menjual dengan harga yang tidak wajar.
Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, perlindungan hukum terhadap konsumen
dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg tidak berjalan optimal dikarenakan pangkalan gas
LPG yang menyalurkan elpiji subsidi memiliki penetapan harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan
yang lainnya. Hal itu menjadi ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan gas
LPG subsidi dengan harga yang wajar. Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku
usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor
kebutuhan pokok masyarakat, jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan tidak sesuai dengan data, dan hanya
terdapat 2 agen penyalur di Kota Langsa. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha
yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen, menertibkan
pangkalan gas yang nakal, memperbaharui data penyalur gas, dan mengusulkan penambahan pangkalan di
setiap kecamatan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Gas LPG 3Kg

Abstract
Article 11 letter f of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection states that business actors
are prohibited from deceiving / misleading consumers by increasing prices or tariffs for goods and / or
services. However, the selling price of 3 kg (three kilograms) of LPG gas at the 3 kg LPG gas base in Langsa
City varies by district, and some even sell at an unreasonable price. Juridical empirical method is used. The
results showed that the legal protection of consumers from business actors who increased the price of 3Kg
LPG gas did not run optimally because the LPG gas bases that distribute subsidized LPG have different price
sets from one base to another. This creates legal protection uncertainty for consumers to get subsidized LPG
gas at a fair price. Barriers to legal protection for consumers from business actors who increase the price of
3Kg LPG gas are the low level of legal awareness of the community, the basic needs of the community, the
number of LPG gas cylinders distributed does not match the data, and there are only 2 distribution agents in
Langsa City. Legal protection measures for consumers from business actors who increase the price of 3Kg
LPG gas include increasing the socialization of consumer protection, curbing naughty gas bases, updating
gas distribution data, and proposing additional bases in each district.

Keywords: Consumer Protection, Business Actors, 3Kg LPG Gas
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A. PENDAHULUAN

TujuanXdalamXberniaga adalahXuntuk memperolehXkeuntungan yang sebesar-
besarnyaXdengan cara yangXadil, sesuai dengan aturan-aturan hukum dagang,Xdan tidak
melanggarXhukum persainganXusaha. Dengan terciptanya persaingan usahaxyang
sehatxmaka akanxmenimbulkan dayaxtarik dan minat yangxtinggi bagi para
konsumenxuntuk menggunakan produkxyang didagangkan olehxparaxprodusen.

Dalamxhal ini konsumenxberharap agar terhindarxdari penipuanxmaupun dari
hal-halxlain yang bersifatxmerugikan paraxkonsumen. Kerugian-kerugianxyang
dialami olehxkonsumen tersebut dapatxtimbul sebagai akibatxdari adanya
hubunganxhukum perjanjian antaraxprodusen dengan konsumen,xmaupun
akibatxdari adanya perbuatanxmelanggarxhukum yang
dilakukanxolehxprodusen.1

Sehubunganxdengan kebutuhan manusiaxdalam hal bahanxbakar semakin
meningkat,xterutama dalamxhal gas LiquefiedxPetroleum Gas (LPG), maka
produksixgas LPG jugaxsemakin bertambahxseiring dengan kebutuhanxpada
masyarakatxluas. Persaingan usahaxtidak sehat terjadixdi wilayah Kota Langsa,
dapatxdilihat dalam sektorxgas LPG 3 kg (tigaxkilogram) yang beredarxdengan harga
yangxbervariasi.

Pasal 3xayat (2) Peraturan Menterixdan Sumber DayaxMineral Nomor 19
Tahunx2008 tentang Pedomanxdan Tata Cara PerlindunganxKonsumen pada
KegiatanxUsaha HilirxMinyak dan GasxBumi pada menyatakanxbahwa untuk
menjagaxstandar mutu produkxMinyak dan Gas Bumixdan jasa pelayananxyang
diberikan, badanxusaha wajib memperhatikanxhak konsumenxhilir Migasxyang meliputi:

a. Jaminanxkelangsunganxpenyediaan danxpendistribusianxproduk;

b. Standarxdan mutux (spesifikasi) produkxsesuai denganxketentuan
peraturanxperundang-undangan;

c. Keselamatan, keamananxdanxkenyamanan;

d. Hargaxpada tingkatxyangxwajar;

e. Kesesuaianxtakaran/volume/timbangan;

f. Jadwalxwaktuxpelayanan;

g. Prosedurxdan mekanismexpelayanan yangxmudah, sederhanaxdan
diinformasikanxsecaraxluas.

1 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali
Pers, Jakarta, 2011, halaman 1
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Menurutxpoin dxterdapat standarxharga padaxtingkat yangxwajar. Dalam hal
inilahxpemerintahxmenetapkan HargaxEceran Tertinggi (HET) denganxtujuan agar
tidakxadanya pihak-pihakxyang merasa dirugikanxterutamaxkonsumen.

Menurut KeputusanxMenteri ESDM Nomorx61 K/12/MEM/2019 tentang
HargaxPatokan LiquefiedxPetroleum Gas Tabungx3 Kilogram, Gasx3 kg adalah gas
yangxmendapatxsubsidi dari pemerintahxHarga EceranxTertinggi (HET) tabungxgas 3
kg adalah Rpx16.500. MenurutxPasal 3 ayat (1) PeraturanxPresiden RepublikxIndonesia
Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, danxPenetapan HargaxLPG
Tabung 3xKilogram, Gas elpijixtabung 3kg merupakanxgas yangxdisubsidi oleh
pemerintahxuntuk membantuxmasyarakat miskin. Namunxdengan harga yangxterlalu
tinggi dixpasaran makaxitu menyulitkanxmasyarakat.

Pelakuxusaha dalam praktikxkesehariannya kerapxmelakukan berbagai
macamxcara dan usaha demixmendapatkan keuntunganxyang sebesar-besarnya,
sehinggaxpara pelakuxusaha menyampingkanxnorma-norma danxaturanxhukum yang
telahxada, maka darixberbagai macamxcara yang dilakukan oleh para pelaku
usahaxtersebut timbullahxhal-hal yang bersifatxpersainganxusaha tidakxsehat.

Berdasarkan informasi darixpenelitian awal, PT. HARAPANxMANDIRI
PRIMA yang berada di Jln. Kartika No.8B Pemko Langsa dan PT. LANGSA
HARAPAN yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 210 Langsa merupakan penyalur
LPG PT Pertamina (Persero) Region I yang terdaftar. Namun untuk kelancaran
penyaluran Gas Elpiji tabung subsidi ke masyarakat, terdapat pangkalan gas elpiji di
setiap kecamatan di Kota Langsa. Namun menurut informasi dari penelitian awal harga
jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan tersebut berbeda-beda di setiap
kecamatan. Perbedaan harga tersebut dapat di lihat dalam table berikut:

No. Nama Pangkalan
Harga
(Rp)

Kecamatan

1 Syifa 20.000 Langsa Barat
2 Akbar Jaya 22.000 Langsa Barat
3 Kencana 22.000 Langsa Timur
4 Anto 20.000 Langsa Timur
5 Hamdani Mahmud 22.000 Langsa Lama
6 Asa Kana 18.000 Langsa Lama
7 Harapan Jaya 18.000 Langsa Kota
8 Mawardi 20.000 Langsa Kota
9 Empat Saudara 20.000 Langsa Baro
10 Helmi 18.000 Langsa Baro
Sumber: Data Penelitian Awal (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Pangkalan Syifa yang berada di kecamatan
Langsa Barat menjual Gas Elpiji dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per
tabung, sedangkan di Pangkalan Kencana di kecamatan Langsa Timur dan Pangkalan
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Hamdani Mahmud di Kecamatan Langsa Lama menjual dengan harga Rp. 22.000,- (dua
puluh dua ribu rupiah) per tabung.2 Hal tersebut membuat masyarakat bingung dan tidak
mendapatkan kepastian harga dari pelaku usaha. Selain itu, berbeda lagi harga yang dijual
pada berbagai kedai pengecer di Kota Langsa yang mencapai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu
rupiah) per tabung.

Perbedaanxharga yang dilakukan olehxpangkalan gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram)
inixakan mendapatxsanksi yang tegasxoleh Dinas Perindustrianxdan Perdagangan
(DISPERINDAG) KotaxLangsa sesuai dengan peraturan perundang-undanganxyang
berlaku. Adapunxjenis sanksi yangxdapat dikenakanxyaitu dimulai darixSanksi
Teguran,xPenguranganxSupply, SkorsingxSupply, hingga PemutusanxHubungan Usaha
yangxmenjadi sanksi terakhirxuntuk diberikan kepadaxpangkalan yangxbersangkutan.3

Dari uraianxlatar belakangxdiatas, maka penulis tertarikxmelakukan
penelitianxterhadap kasus tersebutxdan membahasnya lebih lanjut dalamxbentuk skripsi
yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pelaku Usaha yang
Menaikkan Harga Gas LPG 3Kg (Studi Penelitian di Kota Langsa)”. Berdasarkanxlatar
belakang masalahxyang telah diuraikanxdi atas, makaxpermasalahan yang akan dibahas
adalahxsebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pelaku usaha yang
menaikkan harga gas LPG 3Kg?

2. Apa hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pelaku usaha
yang menaikkan harga gas LPG 3Kg?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yangxdigunakan dalam penulisanxskripsi ini yaitu penelitian
yuridisxempiris, yaitu penelitianxlapangan (field research) melaluixserangkaian
wawancaraxlapangan dengan respondenxdan informan sebagai sumberxdata
utama danxpenelitianxkepustakaan (libraryxresearch) yang dilakukanxmelalui
studi pustakaxsebagai sumberxdataxpelengkap.4

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha yang
Menaikkan Harga Gas LPG 3Kg

2 Wawancara dengan Hamdani Mahmud, Pemilik Pangkalan Kencana di kecamatan Langsa Timur
pada tanggal 17 Juni 2020 (diolah)
3 Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
pada tanggal 17 Juni 2020 (diolah)
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,
halaman 39.
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Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999 tentangxPerlindungan Konsumen
(UUPK)xmenyebutkan bahwaxperlindungan konsumenxberasaskan manfaat,
keadilan,xkeseimbangan, keamananxdan keselamatanxkonsumen serta kepastian hukum.
Denganxadanya asas perlindunganxkonsumen yangxrelevan dalam
pembangunanxnasional diharapkanxdapat terciptanyaxkeseimbangan antara
konsumenxdan pelaku usahaxsehingga mendorongxpelaku usaha yangxjujur dan
bertanggungjawabxdalam menjalankanxusahanya. Mengenai hakxkonsumen yang
diaturxdalam UUPK menyebutkanxbahwa salahxsatu hak konsumenxadalah hak
untukxdiperlakukan atau dilayanixsecara benar danxjujur serta tidak diskriminatif,
padaxrealita dalam hal penentuan harga gasxelpiji terdapatxketidaksesuaian
denganxaturan.

Menurut Wahyu Ramadhani, perlindungan konsumenxsecara garisxbesar
dapatxditempuh dua modelxkebijakan. Pertama, kebijakanxyang bersifat komplementer,
yaituxkebijakan yang mewajibkanxmelakukan pelaku usaha memberikanxinformasi yang
memadaixkepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakanxkompensatoris,
yaituxkewajiban yangxberisikan perlindungan terhadapxkepentingan ekonomixkonsumen
(hak atasxkeamanan danxkesehatan).5

Menurut Wahyu Ramadhani, konsumenxtidak cukup dilindungixhanya
berdasarkanxkebijakan komplementerx (memberikan informasi) saja, tetapi juga harus
ditindaklanjutixdengan kebijakanxkompensatoris gunaxmeminimalisasi resiko
yangxditanggung konsumen. Perlindunganxkonsumen tidakxsaja terhadap barang-
barangxberkualitas rendah, akan tetapixjuga terhadapxbarang-barang yang
membahayakanxkehidupan masyarakat. Oleh karenanyaxdalam hal ini sangat penting
perlindunganxhukum bagi konsumenxmaupun pelakuxusaha, karena hukumxmempunyai
tujuanxuntuk mewujudkanxkeadilan, kemanfaatan, dan kepastianxhukum.6

Pertaminaxmendistribusikanxgas elpiji kepadaxsub agen ataupun pangkalan-
pangkalanxyang sudah melakukanxperjanjian kontrakxsebelumnya. Dalamxpenggunaan
kontrakxbaku/klausula baku, kebebasanxuntuk melakukan kontrakxserta
pemberianxkesepakatan terhadapxkontrak tersebut tidakxdilakukan sebebas
denganxperjanjian yang dilakukanxsecara langsung denganxmelibatkan para
pihakxdalam menegosiasikanxklausula perjanjian.7

Menurut Wahyu Ramadhani, dalam hukumxperjanjian istilahxklausula
bakuxdisebut juga klausulaxeksonerasi, dalamxUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

5 Wawancara dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)
6 Wawancara dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)
7 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Raja Grafi ndo
Persada, Jakarta, 2015, halaman 19.
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tentangxPerlindungan Konsumenxjuga dijelaskan bahwaxyang dimaksud dengan
klausulaxbaku adalah setiapxaturan atau ketentuanxdan syarat-syarat yang telah
dipersiapkanxdan ditetapkan terlebihxdahulu secara sepihakxoleh pelaku usaha
yangxdituangkan dalamxsuatu dokumen dan/atau perjanjianxyang mengikat dan
wajibxdipenuhi oleh konsumen. Klausulaxbaku ini banyakxdigunakan dalam
setiapxperjanjian yang bersifatxsepihak, dan dalam bahasaxumum sering disebut sebagai
“disclamer”, yang bertujuanxuntuk melindungi pihakxyang memberikan suatu
jasaxtertentu.8

Menurut Zulhadisyah, tidakxmudah menciptakanxhubungan kerja yang
demikian, walaupunxpara pihak yangxterlibat dalam hubunganxindustrial
mempunyaixtujuan yang sama tetapixpada prinsipnya memilikixkepentingan yang
berbeda danxkepentingan yangxberbedaxtersebutxsusahxdirukunkan. Dalamxhal ini,
agenxakanxmendistribusikanxgasxelpiji kepadaxsetiapxsub agenxberdasarkan
kontrakxmasing-masing, di dalamxkontrak antara agenxdan sub agenxtersebut
berisikanxberapa jumlahxbarang/tabung gas elpijixyang harusxdidistribusikan ke
setiapxsub agen tersebut, diadakannyaxsuatu kontrak perjanjianxkarena diantara
produsen/ pelakuxusaha maupun konsumenxharus memiliki perlindunganxhukum
masing-masing.9

Perlindunganxhukum terhadap konsumenxdalam penggunaanxgas elpiji 3 kg
merupakanxhal yang sangatxpenting, mengingatxkedudukanxkonsumenxyang
sangatxlemah. Sehingga konsumenxterkadang sering merasaxdirugikan oleh pelaku
usahaxitu sendiri. Undang-UndangxPerlindungan Konsumenxmerupakan harapanxbagi
konsumen, hal ini dikarenakanxseorang konsumen akan mempunyai landasanxserta
payung hukumxuntuk melindungi segalaxkepentingan-kepentingan konsumenxdalam
penggunaanxbarang atau jasaxkhususnya konsumenxpemakai dan penggunaxgas elpiji 3
kg.

Menurut Wahyu Ramadhani, perlindunganxkonsumen dapatxditempuh dengan
duaxkebijakan yaitu pertamaxkebijakan yang bersifatxkomplementer yaitu
kewajibanxyang mewajibkan pelakuxusaha memberikan informasixyang memadai
kepadaxkonsumen (hak atasxinformasi). Kedua, kebijakanxkompensatoris yaitu
kebijakanxyang berisikan perlindunganxterhadap kepentinganxekonomi konsumen (hak
atas kesehatanxdanxkeselamatan).10

Dengan demikianxdalam konteks hukumxperlindungan konsumen terdapat
prinsipxtentang tanggungxjawab mutlak yangxmerupakan perihalxyang sangat penting

8 Wawancara dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)
9 Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)
10 Wawancara dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)
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dalamxhukum perlindunganxkonsumen, dimana dalamxkasus-kasus pelanggaranxhak
konsumen, diperlukanxkehati-hatian dalamxmenganalisis siapa yang bertanggungxjawab
dan seberapaxjauh tanggungxjawab dapat dibebankan kepadaxpihak-pihak terkait. Pelaku
usahaxdalam hal penjualanxyang dilakukan melaluixcara obral atauxlelang,
dilarangxmengelabui/menyesatkanxkonsumen dengan menaikkanxharga atau
tarifxbarang dan/atau jasa sebelumxmelakukan obral.11

SelainxUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangxPerlindungan Konsumen,
ketentuanxmengenai penetapanxharga juga ditentukanxdalam Undang-UndangxNomor 5
Tahun 1999xtentang Larangan PraktekxMonopoli dan PersainganxUsaha Tidak
SehatxHarga pasar adalah hargaxyang dibayar dalam transaksi barangxdan atau jasa
sesuaixkesepakatan antara paraxpihak di pasar bersangkutan.12 Adaxbeberapa ketentuan
terkaitxharga dalamxUndang-Undang Nomor 5 Tahunx1999 tentang LaranganxPraktek
Monopolixdan Persaingan Usaha TidakxSehat yang perluxdiketahui yaitu pelakuxusaha
dilarangxmembuat perjanjian denganxpelaku usaha pesaingnyaxuntuk menetapkanxharga
atas suatu barang danxatau jasa yang harusxdibayar oleh konsumenxatau pelanggan pada
pasar bersangkutanxyang sama.13 Ketentuanxtersebut tidakxberlaku bagixsuatu
perjanjianxyang dibuat dalamxsuatu usaha patungan; atau suatuxperjanjian yang
didasarkanxundang-undang yangxberlaku.14

Pelakuxusaha dilarang membuatxperjanjian yang mengakibatkanxpembeli yang
satu harusxmembayar denganxharga yang berbedaxdari harga yangxharus dibayarxoleh
pembeli lain untukxbarang dan atau jasaxyang sama.15 Pelakuxusaha dilarangxmembuat
perjanjian denganxpelaku usaha pesaingnyaxuntuk menetapkanxharga di bawah
hargaxpasar, yang dapat mengakibatkanxterjadinya persainganxusaha tidakxsehat.16

Pelakuxusaha dilarang membuatxperjanjian denganxpelaku usaha lain yang
memuatxpersyaratan bahwa penerimaxbarang dan atauxjasa tidakxakan menjual
atauxmemasok kembali barangxdan atau jasa yangxditerimanya, dengan harga
yangxlebih rendah daripadaxharga yang telah diperjanjikanxsehingga dapat
mengakibatkanxterjadinya persainganxusaha tidakxsehat.17 Pelanggaran terhadap

11 Lihat Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
12 Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
13 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
14 Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
15 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;
16 Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;
17 Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;
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laranganxdi atas diancam pidanaxdenda serendah-rendahnya Rp 5xmilyar dan setinggi-
tingginyaxRp 25 milyar atauxpidana kurungan penggantixdenda selama-lamanya 5
(lima)xbulan.18

Sehubunganxdengan usahaxgas Liquefied PetroleumxGas (LPG), maka
perlindunganxkonsumen juga diaturxdalam peraturanxperundang-undangan lain yang
terkait. Pasal 3xayat (2) Peraturan Menterixdan Sumber DayaxMineral Nomor 19xTahun
2008 tentang Pedomanxdan Tata CaraxPerlindungan Konsumenxpada Kegiatan
UsahaxHilir Minyak danxGas Bumi padaxmenyatakan bahwa untukxmenjaga
standarxmutu produk Minyakxdan Gas Bumixdan jasa pelayananxyang diberikan,
badanxusaha wajib memperhatikanxhak konsumen hilir Migasxyang meliputi:

a. Jaminanxkelangsungan penyediaanxdan pendistribusianxproduk;

b. Standarxdan mutux (spesifikasi) produkxsesuai denganxketentuan
peraturanxperundang-undangan;

c. Keselamatan, keamananxdanxkenyamanan;

d. Harga padaxtingkat yangxwajar;

e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;

f. Jadwalxwaktuxpelayanan;

g. Prosedurxdan mekanismexpelayanan yangxmudah, sederhanaxdan
diinformasikanxsecara luas.

Menurut poin d terdapat standar harga pada tingkat yang wajar. Dalam hal inilah
pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan tujuan agar tidak adanya
pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama konsumen. Dan juga Keputusan Menteri
ESDM Nomor 61 K/12/MEM/2019 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram, Gas 3 kg adalah gas yang mendapat subsidi dari pemerintah Harga
Eceran Tertinggi (HET) tabung gas 3 kg adalah Rp 16.500. Menurut Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, Gas elpiji tabung 3kg
merupakan gas yang disubsidi oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.

Dalam suratXKeputusan WalikotaXLangsa NomorX541.11/Kep.298-
Perindag/2014xtentang penetapan harga jualxeceran tertinggi LiquifiedxPetroleum Gas,
tabungxukuran 3 kg (tiga kilogram) untuk keperluan rumahxtangga dan usaha mikroxdi
Kota Langsa telah ditetapkanxdan terlampir mengenaixHarga EceranxTertinggi (HET)
gasxelpiji 3 kg (tigaxkilogram) sesuai denganxjangkauan jarak danxkondisi jalan per
kecamatan dalamxpendistribusian LPG darixAgen ke Pangkalanxdi Wilayah Kota

18 Lihat Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
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Langsa.

Agenxelpiji merupakan badanxusaha yang berbadanxhukum PT dan merupakan
mitraxpertamina yang menjual elpijixbaik dalam kemasanxtabung ataupunxcurah ke
konsumen. Maka sesuaixperaturan yang sudahxditetapkan Kota Langsa memilikixHarga
Eceran Tertinggi (HET) pada PangkalanxRp. 16.000,- (enam belasxribu rupiah)
sedangkanxAgen Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah). Namunxdemikian
meskipunxtelah ada peraturan mengenaixHET (Harga EceranxTertinggi)
banyakxPangkalan-pangkalan yangxmenjual melebihi dari HETx (Harga
EceranxTertinggi) yang ditentukan, ini adalahxmasalah yang terjadi padaxpendistribusian
gasxelpiji di Kota Langsa, tidak sesuaixdengan apa yang dijanjikanxkepada masyarakat
agarxmasyarakat mendapatkan kesejahteraan, dalamxhal ini tidak adanya keadilanxantara
masyarakat selakuxkonsumen dan pelakuxusaha.

Menurut Zulhadisyah, adaxpenerapan sistem rayonxdalam penyaluran
elpijixbersubsidi 3 kg (tiga kilogram). Sistemxrayonisasi adalahxpembatasan
setiapxdaerah dalam penggunaan elpijixbersubsidi 3 kg (tiga kilogram), jadi satu daerah
tidakxbisa menggunakan jatahxdaerah lain, dikarenakanxkebijakan yang ada
sekarangxdengan istilah rayonisasixjadi tidak boleh salingxmenyeberang, sistem ini
diterapkanxkarena adanya tuntutanxdari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).19

Dalam hal ini PT. Harapan Mandiri Primaxmendistribusikan gasxelpiji kepada
subxagen ataupun pangkalan-pangkalan yangxsudah melakukan perjanjian
kontrakxsebelumnya. Menurut Anwar, dalam penggunaanxkontrak baku/klausula baku,
kebebasanxuntuk melakukan kontrakxserta pemberian kesepakatan terhadap
kontrakxtersebut tidak dilakukanxsebebas dengan perjanjianxyang dilakukan secara
langsungxdengan melibatkan para pihakxdalam menegosiasikanxklausula perjanjian.20

Menurut Anwar, dalamxpelaksanaan pendistribusianxgas elpiji yang
menggunakanxpenerapan sistem rayonxper-wilayah, maka PT. Harapan Mandiri Prima
mendistribusikanxgas elpiji sesuai rayon yangxditentukan. Adapun sub agen
yangxdidistribusi oleh PT. Harapan Mandiri Prima terletakxdi beberapa daerah di Kota
Langsa. Dari semuaxsub agen tidak semua yang melakukan distribusixlangsung dari agen
ke subxagen, ada beberapaxsub agen yang mengambil barangxlangsung kexgudang PT.
Harapan Mandiri Prima, karena hambatanxwaktu maupun jarakxtempuh, tetapi tidak
keluarxdari perjanjian awal yang tertulisxpada surat kontrakxantara sub agen danxagen.
Semua sub agen/pangkalanxdapat menerima barangnyaxjika terlebih dahulu
telahxmelakukan pembayaranxsecara online menggunakanxaplikasi bank mandiri, sehari

19 Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)
20 Wawancara dengan Anwar, Karyawan PT. Harapan Mandiri Prima pada tanggal 3 September
2020 (diolah)



Jurnal Ilmiah Mahasiswa P - ISSN : 2716-1951

MEUKUTA ALAM E- ISSN : 2747-0849
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

234

sebelum pengambilanxbarang. Tidak hanya subxagen yang menggunakanxsistem online
begitupunxagennya pun melakukanxsemua transaksixsecara online.21

PT. Harapan Mandiri Prima memiliki alokasi perbulan rata-rata sebanyak 46080,
alokasixtersebut tidakxstabil karena melihatxberapa hari kerjaxtiap bulan, tetapi
terkadangxada alokasi tambahan disaatxtanggal merah yang dinamakan DO fakultatif,
itupunxtidak setiap bulan ada. Pengambilan barang/ tabung gas elpiji pada PT. Harapan
Mandiri Prima diambil di SPBE yang sudah ditentukan oleh Pertamina.22

Namun menurut informasi dari penelitian awal harga jual gas LPG 3 kg (tiga
kilogram) di pangkalan tersebut berbeda-beda di setiap kecamatan. Pangkalan Syifa yang
berada di kecamatan Langsa Barat menjual Gas Elpiji dengan harga Rp. 20.000,- (dua
puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan di Pangkalan Kencana di kecamatan Langsa
Timur dan Pangkalan Hamdani Mahmud di Kecamatan Langsa Lama menjual dengan
harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabung.23 Hal tersebut membuat
masyarakat bingung dan tidak mendapatkan kepastian harga dari pelaku usaha. Selain itu,
berbeda lagi harga yang dijual pada berbagai kedai pengecer di Kota Langsa yang
mencapai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung.

Perbedaan harga yang dilakukan oleh pangkalan gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram)
ini akan mendapat sanksi yang tegas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(DISPERINDAG) Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan yaitu dimulai dari Sanksi Teguran,
Pengurangan Supply, Skorsing Supply, hingga Pemutusan Hubungan Usaha yang menjadi
sanksi terakhir untuk diberikan kepada pangkalan yang bersangkutan.24

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap
konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg tidak berjalan optimal
dikarenakan pangkalan gas LPG yang menyalurkan elpiji subsidi memiliki penetapan
harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan yang lainnya. Hal itu menjadi
ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan gas LPG subsidi
dengan harga yang wajar.

2. Hambatan dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari
Pelaku Usaha yang Menaikkan Harga Gas LPG 3Kg

21 Wawancara dengan Anwar, Karyawan PT. Harapan Mandiri Prima pada tanggal 3 September
2020 (diolah)
22 Wawancara dengan Anwar, Karyawan PT. Harapan Mandiri Prima pada tanggal 3 September
2020 (diolah)
23 Wawancara dengan Hamdani Mahmud, Pemilik Pangkalan Kencana di kecamatan Langsa
Timur pada tanggal 17 Juni 2020 (diolah)
24 Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)
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Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang
menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu:

1) Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

Menurut Wahyu Ramadhani, yang menjadi hambatan utama berjalannya
perlindunganxkonsumen yaitu rendahnyaxtingkat kesadaranxhukum masyarakat baik
pelakuxusaha maupunxkonsumennya. Rendahnyaxkesadaran hukumxpelaku
usahaxdalam hal ini pemilikxpangkalan gas elpiji mengakibatkanxmereka tidak patuh
terhadapxketentuan peraturan perundang-undanganxyang telah ditetapkan mengenai
ketentuan hargaxgas elpiji subsidi yang diperuntukkanxuntuk membantu masyarakat
miskin. Dan rendahnyaxkesadaran hukum masyarakat sebagai konsumenxmengakibatkan
ketidaktahuan mereka akan hak-haknya yang dilindungixdan diatur oleh peraturan
perundang-undangan, sehinggaxmereka tidak menuntutxhaknya dan membiarkan
pelakuxusaha menetapkan harga yang tidak wajar terhadapxgas elpiji.25

2) Faktor kebutuhan pokok masyarakat

Menurut Erni, gasxelpiji merupakanxkebutuhan pokok masyarakatxuntuk
digunakanxmemenuhi kebutuhan sehari-harixseperti memasak makananxrumah maupun
makananxuntuk jualan.26 Menurut Ikhsan, sebagai penjual mie aceh gas elpijixmenjadi
sangat dibutuhkan untuk melancarkan usahanya. Ketika masa sulit mendapatkan gas
maka usaha pun tidak dapat beroperasi dengan lancar.27 Hal yang sama juga dikatakan
oleh Suryani, gas sangat penting untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, masyarakat rela menunggu di antrian panjang untuk bisa mendapatkan gas
elpiji subsidi.28

Menurut Rahmat, meskipun gas elpiji khususnya yang subsidi sudah diatur
jatahnya bagi masyarakat miskin oleh pemerintah namun terkadang pemilik pangkalan
gas menjualnya melebihi jatah yang telah ditentukan. Hal itu mengakibatkan harga gas
menjadi mahal, meskipun begitu karena gas sudah menjadi kebutuhan pokok maka tetap
dibeli.29 Akmal Nurli juga mengatakan, seberapapun harga yang ditawarkan oleh penjual

25 Wawancara dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)
26 Wawancara dengan Erni, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus 2020
(diolah)
27 Wawancara dengan Ikhsan, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus 2020
(diolah)
28 Wawancara dengan Suryani, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus
2020 (diolah)
29 Wawancara dengan Rahmat, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus
2020 (diolah)
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atau pangkalan gas elpiji tetap akan dibeli karena sudah merupakan kebutuhan yang tidak
bisa ditunda, hal ini kadang dimanfaatkan oleh pemilik pangkalan gas yang nakal.30

3) Jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan tidak sesuai dengan data

Menurut Isan, salah satu penyebab mahalnya harga gas elpiji di Kota Langsa
yaitu kelangkaan gas yang disebabkan oleh jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan lebih
sedikit dibanding dengan data masyarakat.31 Menurut Akbar, gas elpiji khususnya yang
disubsidi disalurkan sesuai jatah daerah masing-masing berdasarkan data yang telah ada.
Jumlah masyarakat yang membutuhkan gas lebih banyak dari data yang dimiliki oleh
pihak penyalur sehingga mengakibatkan kelangkaan gas.32

Menurut Mawardi, mahalnya harga gas elpiji yang disebabkan oleh langkanya
gas itu kadang akibat ulah konsumen yang curang. Misalnya untuk satu Kartu Keluarga
mendapatkan satu tabung gas elpiji, namun satu Kartu Keluarga tersebut bisa
mendapatkan lebih dengan cara menyuruh orang lain untuk membelinya ke pangkalan.33

Menurut Helmi, kecurangan konsumen dengan cara tersebut sulit diketahui oleh pemilik
pangkalan dikarenakan banyaknya masyarakat yang membeli gas.34

4) Hanya terdapat 2 agen penyalur di Kota Langsa

Secara umum, Indonesia melakukan programxkonversi pada tahun 2007. Kota
Langsaxmerupakan kota yang turut dalamxmelaksanakan programxkonversi minyak
tanahxke gas elpiji sejak tahunx2009. “Pada awal programxkonversi, tahun 2009,
gasxtersebut awalnya diberikanxsecara gratis oleh pemerintah beserta komporxsederhana
guna mencukupixkebutuhan masyarakat”.35

Menurut Zulhadisyah, dalam pendistribusianxgas ini, adanyaxkoordinasi yang
dilakukan. Pertaminaxbertindak sebagai penyalurxdan Dinas Perindustrian dan
PerdaganganxKota Langsa bertindak sebagai penentuanxHarga Eceran Tertinggix(HET)
berdasarkanxperaturan gubernur danxwalikota yang digunakan. Dalam hal
pengawasanxpendistribusian ini, Dinas Perindustrianxdan Perdagangan Kota Langsa

30 Wawancara dengan Akmal Nurli, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus
2020 (diolah)
31 Wawancara dengan Isan, Pemilik Pangkalan gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 28 Agustus
2020 (diolah)
32 Wawancara dengan Akbar, Pemilik Pangkalan gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 28
Agustus 2020 (diolah)
33 Wawancara dengan Mawardi, Pemilik Pangkalan gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 28
Agustus 2020 (diolah)
34 Wawancara dengan Helmi, Pemilik Pangkalan gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 28
Agustus 2020 (diolah)
35http://www.distrodoc.com/419632-koordinasi-dalam-pendistribusian-gas-liquefiedpetroleum-
gas, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 17.22 WIB.
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ikutxandil bersama-sama denganxpihak yang berwajib, dalam hal ini Polisi
maupunxSatpol PP.36

Pendistribusianxgas LPG 3kg ini dilakukan darixPertamina, kemudian
menyalurkan kepadaxpenyalur-penyalur yang adaxdi Kota Langsa. Kemudian dari
penyalur, selanjutnyaxdidistibusikan ke subxpenyalur atau pangkalan-pangkalan yang
sudah terdaftarxdi penyalur tersebut. Di Kota Langsa, jumlahxpenyalur gas LPG
3kgxtersebut berjumlah 2 penyalur, danxmasing-masing penyalurxmemiliki
pangkalanxrata-rata berjumlah 30 pangkalan.

Menurut Ridwan, pendistribusianxgas LPG 3 kg merupakanxsalah satu
bentukximplementasi dari Peraturan MenterixEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor
021xTahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan PendristribusianxLiquefied
Petroleum GasxTabung 3 Kilogram. Dalam koordinasixpendistribusian gas LPG 3 kg
dilibatkan beberapaxpihak dan dibentuk tim monitoringxyang ditunjuk olehxWalikota.37

Adapun pihakxterkait dalamxpendistribusian gas LPGx3 kg yaitu Pertamina,
DinasxPerindustrian danxPerdagangan, agen LPG 3 kg, dan pangkalan. Terdapatx2 agen
penyalur LPG 3 kg yang telahxterdaftar pada Dinas Perindustrianxdan PerdaganganxKota
Langsa. Dalam hal ini pangkalanxharus menjadi pihakxterakhir yang
berhubunganxdengan pembeli atauxmasyarakat.

Menurut Ridwan, penyebaranxlokasi agen gas elpiji 3 kgxbelum mampu
menyentuhxkecamatan maupun kelurahanxdi wilayah kota Langsa secaraxmerata.
Bahkanxagen yang terdapat dalamxsatu wilayah yang berdekatanxhingga lokasi jalan
yangxsama yaitu PT. Harapan Mandiri Prima yang berada di Jln. Kartika No.8B Pemko
Langsa dan PT. Langsa Harapan yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 210 yang
lokasinyaxberjarak tidak terlalu jauhxantara satu dengan yang lainnya.38

Menurut Zulhadisyah, setiap agenxpenyalur yang terdaftarxmempunyai hak
untukxmenyalurkan Elpiji ke beberapaxpangkalan yang telah terdaftar pada Dinas
Perindustrian danxPerdagangan Kota Langsa. Adapunxpangkalan resmi yang tersebarxdi
Kota Langsa sangat terbatasxsehingga menjadi hambatan dalam menyeratakanxjatah gas
elpiji 3Kg untukxmasyarakat. Keterbatasan itu mengakibatkanxgas elpiji 3Kg
menjadixlangka dan berdampak kepada dinaikkannyaxharga penjualanxgas elpiji 3Kg.39

36 Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)
37 Wawancara dengan Ridwan, Kasubag ISDM Pemko Langsa pada tanggal 3 Agustus 2020
(diolah)
38 Wawancara dengan Ridwan, Kasubag ISDM Pemko Langsa pada tanggal 3 Agustus 2020
(diolah)
39 Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)
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Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang
menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu:

1) Meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen

Menurut Ridwan, salah satu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari
pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg adalah dengan terus meningkatkan
sosialisasi perlindungan konsumen untuk membeli gas elpiji dengan penetapan harga
yang wajar. Selain itu, sosialisasi juga diperlukan untuk menertibkan pangkalan-
pangkalan gas yang nakal dalam menetapkan harga gas di atas harga yang wajar jika ada
pengaduan dari masyarakat.40

2) Menertibkan pangkalan gas yang nakal

Menurut Zulhadisyah, penertiban pangkalan gas yang nakal sangat diperlukan
sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang
menaikkan harga gas LPG 3Kg. Namun hal ini membutuhkan dukungan dari masyarakat
serta Lembaga Swadya Masyarakat untuk melaporkan pangkalan-pangkalan yang tidak
mentaati aturan. Pihak pemerintah dalam hal ini kesulitan untuk menjangkau setiap
pangkalan yang beroperasi apabila tidak ada laporan dari masyarakat.41

3) Memperbaharui data penyalur gas

Menurut Ridwan, upaya lainnya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap
konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu memperbaharui
data masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi pada penyalur gas agar sesuai
kebutuhan suatu daerah. Langkah tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya
kelangkaan tabung gas yang berakibat naiknya harga gas menjadi tidak wajar.42

4) Mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan

Menurut Zulhadisyah, upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota
Langsa untuk mengatasi persoalan gas elpiji 3kg subsidi agar lebih merata diberikan
kepada masyarakat adalah dengan mengusulkan penambahan pangkalan di setiap
kecamatan. Langkah ini sangatlah penting mengingat jumlah pangkalan yang tersebar di
wilayah Kota Langsa sangat terbatas sehingga gas menjadi langka. Selama ini
pendaftaran pangkalan di PT. Pertamina masih dibatasi jumlahnya. Untuk mengatasi hal

40 Wawancara dengan Ridwan, Kasubag ISDM Pemko Langsa pada tanggal 3 Agustus 2020
(diolah)
41 Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)
42 Wawancara dengan Ridwan, Kasubag ISDM Pemko Langsa pada tanggal 3 Agustus 2020
(diolah)
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tersebut walikota perlu mengusulkan penambahan agen penyalur atau penambahan
pangkalan di setiap kecamatan.43

D. KESIMPULANx

Berdasarkanxpembahasan yang berkaitan denganxpermasalahan maka dapat
ditarikxkesimpulanxsebagai berikut:

1. Perlindunganxhukum terhadap konsumenxdari pelaku usaha yangxmenaikkan harga
gas LPG 3Kg tidak berjalanxoptimal dikarenakan pangkalanxgas LPG
yangxmenyalurkan elpiji subsidixmemiliki penetapan harga yangxberbeda
antaraxpangkalan satuxdengan yang lainnya. Hal itu menjadixketidakpastian
perlindunganxhukum bagi konsumenxuntuk mendapatkan gasxLPG subsidi
denganxharga yangxwajar.

2. Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang
menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum
masyarakat, faktor kebutuhan pokok masyarakat, jumlah tabung gas elpiji yang
disalurkan tidak sesuai dengan data, dan hanya terdapat 2 agen penyalur di Kota
Langsa. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang
menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu meningkatkan sosialisasi perlindungan
konsumen, menertibkan pangkalan gas yang nakal, memperbaharui data penyalur
gas, dan mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan.

43 Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)
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